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ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP  

KPK Awasi Pengelolaan Hutan 

Jakarta - KPK dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan akan 
mengawasi pelaksanaan perbaikan tata kelola hutan. Praktik korupsi berpeluang besar terjadi di dalam 
pengelolaan hutan. 

Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama di sektor perbaikan tata kelola hutan dan percepatan 
pengukuhan kawasan hutan ditandatangani 12 kementerian/lembaga, di Istana Negara, Senin (11/3). 
Kementerian/lembaga itu antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Informasi Geospasial. 

Acara penandatanganan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua 
KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas, dan Kepala UKP4 
Kuntoro Mangkusubroto. ”KPK sadar pencegahan sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi. 
Untuk mengoptimalkan pencegahan, perlu ada pembenahan sistem,” kata Abraham. 

Di tengah upaya perbaikan sistem, KPK melihat sektor kehutanan sangat strategis dalam pembangunan 
nasional. Karena itu, KPK memprakarsai Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Reformasi 
Tata Kelola Sektor Kehutanan. 

Secara terpisah, Deputi Kepala UKP4 Mas Ahmad Santosa menuturkan, ruang lingkup Nota 
Kesepakatan meliputi harmonisasi kebijakan tata kelola hutan, khususnya pengukuhan kawasan hutan; 
percepatan pengukuhan kawasan hutan; dan resolusi konflik terkait sumber daya hutan. 

”Rencana aksi sangat luas sekaligus rinci, meliputi antara lain perbaikan proses perizinan, termasuk 
perizinan yang diterbitkan daerah maupun pusat,” katanya. 

Ia menambahkan, rencana aksi bersama itu bertujuan untuk mencegah korupsi di sektor hutan dengan 
mendorong transparansi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kepastian hukum, penguatan 
status masyarakat adat, dan memudahkan investor lewat penyederhanaan izin. 
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